BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 3% TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL

PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

o a.

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Qanun
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Selatan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh
Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan wajib Lainnya Yang
Bersifat Keistimewaan dan Kekhususan, maka periu
mengatur uraian tugas bagi pejabat struktural pada
Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Selatan
dalam suatu Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Bagi Pejabat Struktural Pada Sekretariat
Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Selatan;

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten

Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BAGI
PEJABAT STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT

ACEH KABUPATEN ACEH SELATAN.

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah

bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat
hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten
yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Perang]gat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan
Perwal.qlan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Sekretariat Majelis Adat Aceh adalah Sekretariat Majeclis Adat Acch
Kabupaten.



7. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Adat
Aceh;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkantugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian

dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2

an Struktural yang diatur dalam peraturan ini adalah

Uraian tugas bagi Jabat
diatur dalam Peraturan Bupati Aceh

Jabatan Struktural sebagaimana yang . ;
Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
wajib Lainnya Yang Bersifat Keistimewaan dan Kekhususan.

Pasal 3

Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural pada Sekretariat Mejelis Adat Aceh
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh
Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku
Jabatan Struktural Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh

Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

____—ﬂ?_,.
T. SAMAINDRA
Diundangkan di Tapaktuan

pada tanggal 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

SR

NASJUDDIN
BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3}




